
 

 
 

 

 

 

  

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 91 TAHUN 2017 

TENTANG  

 RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG  

TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, mengatur bahwa 

kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dikelola 

dengan rencana pengelola dan disusun oleh Unit Pengelola; 

 b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya           

R. Soerjo mengamanatkan Perencanaan Jangka Panjang 

Taman Hutan Raya R. Soerjo ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur; 

 c. bahwa untuk pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo 

telah disusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang oleh 

UPT Taman Hutan Raya R. Soerjo yang telah mendapatkan 

pengesahan dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem Nomor SK 316/KSDAE/SEI/KSA.1/9/ 

2017 tentang  Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman 

Hutan Raya R. Soerjo, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, 

Malang dan Jombang Provinsi Jawa Timur Periode        

2017-2026;  

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya   

R. Soerjo dimaksud  dalam Peraturan Gubernur. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950  tentang 

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1950 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

 

2. Undang-Undang 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun  1990 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang–

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4412);  

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);   

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 

 

7. Peraturan 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010     Nomor 

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5116); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 108 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5798); 

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka 

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan 

Taman Wisata Lain sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan 

P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam 

Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya 

dan Taman Wisata Lain;  

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 

tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka 

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan 

Taman Wisata Alam; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 81/Menhut-II/2014  

tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada 

Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam; 

13. Peraturan 
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13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 85/Menhut-II/2014 

tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan 

Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P. 44/Menlhk/Setjen/kum.1/6/ 

2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P. 85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara 

Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan 

Kawasan Pelestarian Alam.  

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.76/Menhlk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan 

Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka 

Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor   

P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian. 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2  Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 

2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 26);  

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 

   
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapka :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN 

JANGKA PANJANG TAHURA R. SOERJO TAHUN 2017 – 2026. 

 

Pasal 1 
 

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura R. Soerjo Tahun 

2017 – 2026 ini merupakan dokumen yang digunakan oleh 

Unit Pengelola Teknis Tahura R. Soerjo serta para pihak terkait 

untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam 

mewujudkan tujuan pengelolaan Tahura R. Soerjo Tahun    

2017 - 2026. 

Pasal 2 
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Pasal 2 
   

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura R. Soerjo Tahun 

2017 – 2026 memuat : 

a. informasi umum yang berisi letak, luas, lokasi, sejarah 

kawasan, aksesibilitas, kondisi fisik, potensi hayati dan non 

hayati, sosial ekonomi dan budaya;  

b. kondisi saat ini yang dirumuskan berdasarkan pemutahiran 

data dan informasi dari hasil inventarisasi potensi kawasan 

yang memuat antara lain kondisi dan status terkini nilai 

penting kawasan dan isu-isu strategis pengelolaan yang ada;  

c. kondisi yang diinginkan menggambarkan mengenai kondisi 

umum kawasan dan nilai-nilai penting yang diwujudkan 

melalui pengelolaan 10 (sepuluh) tahun ke depan 

berdasarkan kajian analisis kekuatan dan kelemahan 

dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, 

isu-isu konservasi nasional maupun internasional; 

d. visi dan misi yang merupakan penyataan mengenai kondisi 

ideal kawasan yang akan diwujudkan melalui pengelolaan; 

e. tujuan pengelolaan yang merupakan penjabaran lebih 

mendalam dari visi, dan mencakup nilai penting kawasan 

yang akan dicapai dalam rentang waktu 10 tahun ke depan; 

f. zona atau blok yang ditetapkan berdasarkan kriteria zona 

atau blok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

g. strategi dan rencana aksi, memuat strategi dan rencana aksi 

setiap prioritas pengelolaan berdasarkan analisa yang 

digunakan untuk mencapai tujuan; 

h. sumber pendanaan, terdiri dari kebutuhan dana indikatif 

selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dapat 

bersumber dari APBN, APBD dan dana lain yang tidak 

mengikat;  

i. kelembagaan, memuat lembaga penyelenggaraan saat ini 

untuk melakukan kegiatan pengelolaan; dan 

j. pemantauan dan evaluasi, memuat rencana dan metode 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap.  
 

Pasal 3 

 

Berdasarkan uatan materi sebagaimana diamksud dalam Pasal 

2, Sitematika Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura     

R. Soerjo Tahun 2017 – 2026 terdiri dari: 

a. BAB I : Pendahuluan, memuat: 

1. Kondisi Umum; 

2. Kondisi Saat ini; dan 

3. Kondisi yang diinginkan. 

b. BAB II 
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b. BAB II : Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan, memuat: 

1. Visi; 

2. Misi; dan 

3. Tujuan Pengelolaan. 

c. BAB III : Blok Pengelolaan Tahura R. Soerjo, memuat: 

1. Blok Perlindungan; 

2. Blok Koleksi Tumbhan dan Satwa; 

3. Blok Pemanfaatan; 

4. Blok Tradisional; 

5. Blok Rehabilitasi; 

6. Bok Religi, Budaya dan Sejarah; dan 

7. Blok Khusus. 

d. BAB IV : Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Tahura    

R. Soerjo Tahun 2017 – 2026, memuat: 

1. Strategi Pengelolaan; dan 

2. Rencana Aksi. 

e. BAB V : Pemantauan dan Evaluasi. 

 

Pasal 4 
 

Isi dan Uraian Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura    

R. Soerjo Tahun 2017 – 2026,  sebagaimana tercantum dalam 

terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 5 

 

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura R. Soerjo tahun 

2017 – 2026 ini dievaluasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. 

   

Pasal 6 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 29 Desember 2017                    

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

                       ttd. 
 

 

           Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  29 Desember 20175 Mei  

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 91 SERI E. 

 

 

                          


